KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS Il MALUKU UTARA

JI. Kapitan Pattimura RT.05 RW.03 FAX
Krl. Stadion Ternate Tengah 97712
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KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA

NOMOR : KP- BPTD MALUT 32 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II MALUKU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib

menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan
kualitas pelayanan pada Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas I Maluku Utara

diperlukan adanya standar pelayanan publik;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara tentang
Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 5038);

3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Pemerintah Nomor 855 Tahun 2012
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5317);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013

tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun

2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun

2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
306);
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Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang
Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar
Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Mekanisme Penetapan dan Formula Perhitungan
Tarif Angkutan Penyeberangan;

Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor IM 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Operasional Penyeberangan;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18
Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan
Angkutan Barang dan Penyelenggaraan
Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
529);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);



Menetapkan

KESATU

23.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17

Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

24.Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola

Transportasi Darat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 185).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
MALUKU UTARA

Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara meliputi:

1. Standar Pelayanan Kantor Induk BPTD yang

terdiri dari:

a.

Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesesuaian

Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor;

. Standar Pelayanan Alat Uji Non Statis

Kendaraan Bermotor;

Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Uji Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
(UPUBKB);

Standar Pelayanan Penerbitan  Sertifikat
Pengawakan Minimum Kapal Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan;

. Standar Pelayanan Pemberian Subsidi

Angkutan Jalan Perintis;

Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik;
Standar Pelayanan Penerbitan Pemeriksaan dan
Pengukuhan Buku Harian Kapal Angkutan

Penyeberangan (log book);

. Standar Pelayanan Penerbitan Pelaksanaan

Pengukuhan Surat Laut (endorsment);
Standar Pelayanan Pemberian Subsidi

Angkutan Penyeberangan Perintis;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2. Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan terdiri

dari Standar Pelayanan Penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) Sungai, Danau dan
Penyeberangan.

Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas I Maluku Utara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen
yaitu:
1. Standar pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (Service Delivery)
a. Persyaratan pelayanan;
Sistem, mekanisme dan prosedur;
Jangka waktu penyelesaian;

Biaya/tarif;
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Produk pelayanan;
f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
2. Standar pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(Manufacturing)
a. Dasar hukum;
b. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
Kompetensi pelaksana;
Pengawasan internal;
Jumlah pelaksana;
Jaminan pelayanan;
Jaminan keamanan dan keselamatan
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pelayanan;
h. Evaluasi kinerja pelayanan.
Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara wajib
diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dan wajib dievaluasi serta
diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara
sekurang- kurangnya satu tahun sekali.

Untuk menerapkan standar pelayanan publik, Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

wajib menetapkan maklumat pelayanan.
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KEDELAPAN

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT merupakan pernyataan
kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
dan wajib dipublikasikan.

Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan
Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas
II Maluku Utara sebagaimana dimaksud dan Diktum
KESATU Disampaikan kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat dan Pusat Pengelolaan
Transportasi Berkelanjutan.

Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka

akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ¢i : Ternate
23 Mei 2024

BALAI PENGELOLA

TRANSPORTAS| DARAT :
KELAS Il MALUKU UTARA
7 Hilini Perdana

SALINAN Keputusan Disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal;

. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

2
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4

. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.



